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WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA TANGSA

NOMOR l  TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN. PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA (APBK) LANGSA TAHUN 2011

BISMILIAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

t .  bahwa us tuk  nre laksar .a l<ar .  i , r ' .e r r tgan pasa l  185 a \ /a1  iJ )  l . . lndanq 1-J ' rda t r i l  l ' . l r r r ra r - l . l
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i a l ru r r  2011 ten tang Lva i t ias i  Ra i l ' ,Ldn ,  j . i ' L  i : t r r r i  i  ( i - , ' i b  L i r  t9 : , i r  ia r  , l i l  20- l l  i€ l r tc i l  , : i

Anqgar -ar r  Penc iapa ia r  c la r  Be ian ja  F .o i , r  ,  a , r rcJs t  i . , i r r , : ' ,  i t ta t r t r : t r -  - t0 : , ,  ia t . r  F l , '  ' a , l r r t l : , "

Pera turan  Wal iko ta  Langsa Ta l run  201 i  ten tang Pen labara i .  r \nggarar ,  Pendap; , ta t r  oar r

Be lan ]a  Kota  Langsa Ta l run  Anggaran 2011,

b .  bahwa penyempui - i raan sebaga i rnana drmaksud pada hurLr f  a  C l  a tas  d i laku i ' :an  agar

Qanun ten tang APBK t i c rak  be f ten ta l rgan dengan kepent ingan L lmum dan pera t t l ran

perundang undangan yar rg  leb i l r  t ingg i ;

2.

bahwa  be rdasa rkan  pe f t i r r bangan  sebaga imana  d imaksud  pada  hu ru i  a  dan  hu ru t  b  d i

atas per lu mengatur  Arrggararr ,  Perrdapalan tse lar- r ja  i ( . r ta  La|gsa daiam Qatrur '

Undang Undang Nomor 12 Tahur-r  1985 tentang Paja l . r  Bunr i  dan Bangunan (Lt :nrbai -at . r

Negara Tahun 1985 Nomor i j8 ,  Tambahan Lernbaran Nega|a Nomor , l . j  l2)

sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Unclat t r , l  l {or r tor '  12 Tahln 1994 (L.et ' t r i raran

Negara Tahun 1994 Nomor 62,  Tannbalran Lembaran Negara Nomor 3569) ;

Undang,Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Per-ryelenggaraan Negara Yang Bersth

dan Bebas dar i  Korupsi ,  Kolus i  dan Nepot isme (Lenrbaran t r . legara Tahun 1999 Nomor

75,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaratr  f r jeqar-a Nomor 4110);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Nornor  4286);

Undang-Undang l i lomor 1 Tahun 2OO4 ientang Perbendaharaan Negara (Lembai 'an

Negara Tahun 2OO4 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lentbaran i ,Jegara Tal rurr  2OO4 Nr, r t r tor '  5 j ,  Tut t rbai rar t  Lernbarar  I  l " . jegara

Nomor 4389);
Undang,Undang Nomor 15 Tahun 2004 terr tang Pemerrksaan Pengelo laan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tal run 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor4400) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)

sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan Undang'Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang PerLrbahan Kedua Atas Undarrq rJndang Nonnor 32 Tahurr  2004

tentang Pemer intahan Dacrai r  (Lernbararr  Negara l ; . rhun 1008 Nomor 59,  Tambalran
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Lembaran Negara Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per i rnbangan Keuangan antara
Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembararr  Negara Tahun 2004 Nomor
126,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 62,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,  Tarnbahan Lembaran Neqara Nomor
5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemer intah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler  dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran { rJegar-a Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara \ lomor 4416) sebagaimana te lahbeberapa kal i  d iubah
terakhi r  dengan Peraturan Perner intah Nornor  2 l  Tahun 2007 Ferubahan Ketrga Atas
Pet-at'-tran Perner! riah l ' .rotlo. 2ul iairurt :00.1 le.tirnq i( ' :dtrclukan Protoklier can
Keuangan Pimpin. : r '  r1 ; :n An<;qota IDRD l i -emlara i :  i \ ! i t ( lar ; t  la i r r r r r  2( . ,07 l \ i r . , r r1r '  -17
Tar l lbaharr  Lemba' 'an Nectara l t tomor 47i2) ;
Pet-at i t ra t .  Per-ner i t : i . - t i .  t ' - rn t . r i -  l l  

- i : rhr . : r  
.1005 tenta l l  Perre io iaan (e, - ranc: ' .  ' - . : . r  r - ,

Layanar ' l  Umum (Lenr l )ararr  l leqara Iahun 2JO5 l . j l f  i ' t lor  ro,  IanrDai taI  Lr . in i )a iar- j
Negara Nomor 4 l iO2);
Peraturan Pemer i r - r ta i ' r  f r j r - l11611 24 Tahun 2005 tentancl  - i tanciar  Akuntansi  Per ler in taharr
(Lembaran Negara Tal run 2005 Nonror  49,  Tamiranan Lel r rbaran Neqara Nonror
4503);
Peraturan Pemer i r r lah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pin jar lan Daerah (L i : rnbaran
Negara  Tahun  2005  Nomor  13 i ,  Tambahar r  Lembaran  Negara  Nomor4570 ) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Per imbangan (Lembaran
Negara Tahun 2005 \ iomor 137,  iambahal  Lernbarar- .  Negara NJomcir4575) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang s is tem Infornrasi  Keuanqan
Daerah (Lembararr  Negara iahun 2005 Nonror  138,  Tambalran Lembara;  Neqara
Nonror  4576);
Peraturan Pemer intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hrbah Kepada Negara (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4577);
Peraturan Pernenntah i \Jonror  58 lahun ?005 renrarrg Penqelo laan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nonror  140,  Tanrbahan Lenrbaran Neqara Nomor
4578 ) ;
Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Mrnimal  (Lenrbaran Negara Tahun 2005 Nornor  150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
Peraturan Pemer intah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerrntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemer intah Daerah kepada Pemer intah,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Penyelenggaraan Pemer intah Daeral r  kepacla Masyarakat  (Lembaran l .Jegara Tal run
2007 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4693);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/.lasa Pemerintah,

Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menter t  Dalam Neger i  Nomor l -3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan
Keuangan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i
Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menten Dalam Neger i  Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum Daerah;

28.  Peraturan t r l :n le: '  . .  j
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Menetapkan

2g. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan

Produk f-lukum Daerah;

29.  peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran,  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

30. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

31. eanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penqelolaan

Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Eersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA I(OTA

(APBK) LANGSA TAHUN 2011.

Pasal 1

Anggaran,  Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa dengan r inc ian sebagai  ber ikut :

1.  Pendapatan Daerah

2.  Belanja Daerah:

Femblayaan Daerah

a.  Pener imaan
b.  Pengeluaran

Surplus /  (Def is i t )

Rp 34,701,507,C75

Rp 26253,929,242
Penrbiayaan Netto

Rp 411,013,355,694

Bp_ 419,460,9-33-522

Rp (8,447,577,833)

8p_- 8142527,q3-1
8r-------,-,:Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Pasal 2

l .  Pendapatan daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal  1 terd i r i  dan:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 24,646,686,445

b.  Dana Per imbangan Rp 342,988,774 794

3.  Dana per imbangan sebagaimana d imaksud pada ayat  ( l - )  huruf  b terd i r i  dar i :

c .  Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Asl i  Daerah sebagaimana d imaksud

a.  Pendapatan Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c.  Hasi l  Pengelo laan Kekayaan Daerah yatrg

d ip isahkan
d.  Lain- la in Pendapatan Asl i  Daerah yang sah

a.  Dana Bagi  Hast l

b.  Dana Alokasi  Umum

c. Dana Alokasi  Khusus

Rp 43,378,554,459
pada ayat  (1)  huruf  a terd i r i  dar i :

Rp 7,181,807,680

Rp 13,684,878,765

Rp 540,000,000

Rp 3,240,000,000

Rp 30,001,860,390
Rp 286,300,454,400
Rp 26,685,800,000

Rp 1,357,796,000

Rp

Rp 6,603,058,459

Rp 35,417,700,000
Rn

f Peniapatan I  . : ' r l r r ' , , i i

4 .  Lain- la in Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  huruf  c

terd i r i  dar i :
a .  H ibah

b. Dana Darurat

c.  Dana Eagi  Hasi l  Pajak dar i  Provinsr  & Pemer intah

n

e .

Daerah Larnnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Ban tuan  Keue ' , : : : r l  ' '  - , :  r '  - " r r ' r ' : l ; . .  : ' l l  "  ' n re r i n tah

D. r i : t  ah  I - i l n ' i \ , ' : :



Pendapatan Lainnya

Pasal 3

1. Belanla Daerah sebagaimana dim'aksud dalam Pasal l- terdiri dari :

a .  Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Rp

Rp
Rp

250,783,591,290
L68,677 342,231

224,850,978,240

974,056,000

10,864,357,050

13,585,000,000

259,200,000

2 50,000,000

2.  Belanla Tidak Langsung sebagaimana d imaksud pada ayat  (L)  huruf  a terd i r i  dar i

a.  Belanja Pegawai

b.  Belanja Bunga

c.  Belanla Subsid i

d.  Belanja Hibah

e.  Belanla Bantuan Sosia l

f .  Belanla Bagi  Hasi l

g .  Eelanla Bantuan Keuangan

h.  Belanja Tidak Terduga

Q n

Q n

Rp
Rp
R n

Rp
Rp

Rp

3.  Belanja Langsung sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  huruf  b l .erd i r i  dar i :

a.  Be lan ja  Pegawai

l r  R p l e n r a  R a r a r r c  d a n  J a s a

c .  Be la rya  Moda l

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal  1 terd i r i  dar i  :

a .  Pener imaan Rp

b.  Pengeluaran Rp

qq  q )q  747  
' 1  

nq

42,908,833,683

69.838.-7 66,445

34,701,501,475

26,253,929,242

T,121,275,r33,98

32,980,23r,94r ,02

26,253,929,242

Kota sebagaimana d imaksud dalam
bagian yang t idak terp isahkan dar i

\ p

Rp

2. Pener imaan sebagairnana d imaksud pada ayat

a.  Sisa lebih Perhi tungarr  Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya

b.  Pencairan Dana Cadangan

c.  Hasi l  Penjualan Kekayaan Daerah yang
dip isahkan

d.  Pener imaan Pin iaman Daerah

e.  Pener imaan Kembal i  Pember ian Pin jaman

f. Penerimaan Piutang Daerah

(1) huruf a terdir i  dar i :

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

3.  Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  huruf  b terd i r i  dar i

a.  Pembentukan Dana Cadangan RP

b. Penyerlaan Modal (lnvestasi) Pemerintah 
Rp

Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang Rp

d.  Pember ian Pin jaman Daerah Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut  Anggaran Penoapatan dan Belanja
Pasal  1,  tercantum dalam lampiran yang merupakan

Q.anun in i ,  terd i r i  dar i  :

l_. Lampiran I
I  r m n i r r n  I T

Lampi ran  i l l

Ringkasan APBK;
R. inqkasan APBK menurut  urusan Pemer intahan Daerah dan

Organ rsas r  SKPD;
Rrncian At : 'BK nrenurut  Pemer intahan Daerah,  Organisasi  SKPD
I  

i - j  - j . , -  : l . r ' t  . , . : . ,  ,  :  
t : , . . .  

, i , , , , -

4.  Lamprran I t /  . .



4.  Lampiran IV

5.  Lampiran V

6. Lampiran VI

l .  Lampiran VI I

8. Lampiran MII

9.  Lampiran IX

10.  Lampiran X

11.  Lampiran XI

L2.  Lampiran XI I

13.  Lampiran XI I I

Qanun rnr  mula i  ber laku pada tarrggal
2  011 .
Agar set iap orang me, lgeta l rur t rya,
Daerah Kota Langsa.

Rekapi tu las i  Belan. la  menurut  urusan Pemer intahan Daerah,
Organi :as i  SKPD, Program dan K.e!ratan;

Rekapi tu las i  Belanla Kota urr tuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemer intahan Daerah dan Fungsi  dalam Kerangka
Pengeio laan Keuangan Negara;
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daf tar  Piutang Daerah;

Daftar Penyerlaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan fuet Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yanq belum
diselesaikan dan d ianggarkan kembal i  dalam Tahun Anggaran in i ;

Daf tar  Dana Cadangan;

Daf tar  Pin iaman Daerah dan Obl igasi  Daerah.

Pasal  7

drr . rndangkan dan ber laku surut  se jak tanggal  I  Januar i

nrerner inta l - rkan pengurrdangannya dalarn Lembaran

Pasal 6

Wal ikora  menetapkar l  Pera turar r  ten la r rg  Per r . raLaran Ar . rggaran,  Pendapatar l  dar r  Be la r . r ja  Kota

s e b a  g  a i ' a r . d a s a n  o p e r a s , o r r a l  l . + l a k .  a , r a a n  A ) B  K .

Disahkan d i  Langsa
oada  tanqqa l  13  Ap r i l

A LANGSA,\

1_\4
"2 11

201
1 / , 1 f
L q  ) l

n
Y

.a_l _zutKIFLI
Diundangkan  d i  Langsa
pada tanggal  13 Apr i l -  2011 H

9 Jumadi l  Awal  1432 H

Pernb ina  Utama Madya

NrP. 19560709 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUNI  2011
NOMOR 245

9 Jumadi l  Awal

DAERAH KOTA LANGSA,



Lampiran I Qanun Kota Langsa
N o m o r  :  1 T a h u n 2 0 1 1
Tanggal :  13 APri l  2011

URAIAN

2

NOMOR
URUT

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINGKASAN APBK
TAHUN ANGGAMN 2011

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah

Hasi l  Retr ibusi  Daerah

Hasi l  Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain- la in Pendapatan Asl i  Daerah yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Bagi  Hasi l  Palak/Bagi  Hasi l  Bukan Palak

Dana Alokasi  Umunt

Dana Alokasi  Khusus

LAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Bagi  Hasi l  Pajak Dar l  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomr Khusus

BELANJA

BELAN]A TIDAK LANGSUNG

Belan;a Pegawat

Belan;a Bunga

Belanla Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Eelan]a Bantuan Keuangan Kepada Provrnsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Belanla Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanla Barang dan lasa

Belan.la l'4odal

SURPLUS /  (DEFISIT)

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhi tungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Penerrmaan Pinlaman Daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembayaran Pokok Utanq

PEMBIAYAAN NETTO

SISA  LEB IH  PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

411.013.355.694,00

24 .646 .686 .445 ,00

7.18  1 .807.680,00
1 3.684.878.765,00

540.000.000,00
3.240.000.000,00

342.988.1  14 ,790,00

30.001.860.390,00
286.300.4 54.400,00
26.685.800.000,00

43.378.5  s4 .4  59 ,00

1.357.796.000,00
6.603.058.459,00

35.417.700.000,00

224.850.978. 2.1{1,0()
974.056.000,00

10.864.357.050,00
13.585.00{r 000,00

259.:200.000,00
250.000.000,01)

t68.677 .342.23t ,00

55.929.742.109,00
42.906.833.683,00 i
69.83E./66.445,00 

i

te*trrrs33^rDl- - - - - t

L 1

l . I

i . 1

L l

L 2

r . 2
r . 2
r . 2
1 . 1

1 . 3
1 . 3
1 . 3

2

2 . 1

2 r
2 . 1
2 . 1
2 . t
2 \
2 . 1

2 . 2

2 . 2
2 . 2
2 . 2

. 1
, 2
. 3
. 4

t

1
2
3

1
3
4

I

2

4

5

7

8

I
2
3

3

3 . 1

3 . 1
3 . 1

3 )

i 2

34 .701  507 .075 , i 10  l

1 . 721 .775 .133 ,91 t

3 2 . 9 8 0 . 2 3 1  q 4 1 , 0 /

26.253.929.) 42,(-'1)

26.253.929.242,0tJ

t l  4 ' 17 .571 .8 - l  l , i  '

- _ -
f ) ' t r r t

- : : . : : - , :  . : : a  a

Langsa,  13 Apr i l  201 1
WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON
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